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Kekecewaan pasien terhadap perilaku dokter seringkali terjadi 
akibat pasien merasa tidak terpenuhinya hak-hak pasien dalam pelayanan  
kesehatan. Dokter di Indonesia memiliki kemampuan yang diakui, namun 
profesionalisme masih kurang. Meningkatnya kesadaran hukum 
masyarakat  dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu  
seharusnya dituangkan dalam standar mutu pelayanan kesehatan yang 
mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran 
yang tidak profesional. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan kriteria pelayanan kesehatan 
yang bermutu adalah pelayanan yang dapat memuaskan para pemakai jasa 
pelayanan dan tata cara penyelenggaraan sesuai kode etik serta standar 
yang telah ditetapkan. Pelayanan kesehatan ini memiliki dimensi antara 
lain harus tersedia, dapat diakses, terjangkau, aman, nyaman, efisien, 
bemanfaat sesuai dengan kebutuhan pasien dan perkembangan iptek. 
Pelayanan tersebut juga harus berkompeten, menghormati hak-hak pasien, 
antara lain hak untuk didengarkan keluhannya, hak untuk mendapatkan 





Standar yang digunakan dalam menerapkan pelayanan kesehatan 
yang bermutu berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Standar Operasional Prosedur. 
Sedangkan kriteria pelayanan kesehatan yang bermutu di tempat praktek 
dokter pribadi mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia 






Dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dokter 
harus memperhatikan standar dan tidak bertentangan dengan kode etik 
profesi yang ditetapkan. Baik pasien maupun dokter dalam rangka 
menjaga hubungan baik harus saling menjaga hak dan 
kewajibannya.Penting untuk menghindari jarak yang jauh antara pasien 
dan dokter. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang sudah baik 
dipertahankan ,sedangkan yang belum baik harus diperbaiki. 
Bagi Ikatan Dokter Indonesia maupun Konsil Kedokteran 
Indonesia, sebagai pihak yang menjalankan pembinaan dan pengawasan 
terhadap dokter harus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Klinis Dokter di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Primer untuk mewujudkan tercapainya mutu 
pelayanan kesehatan ini, juga menjadi wadah yang lebih terbuka bagi 
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